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WALI  KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 

 PERATURAN WALI  KOTA CIREBON 

NOMOR 44 TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA CIREBON, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri 

Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan                       

Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 

dan  Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan                

Wali Kota tentang Rencana Pembangunan Daerah               

Kota Cirebon Tahun 2024 - 2026; 

Mengingat    : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,                

Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950                   

Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan                    

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17                  

Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil                  

di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia                            

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 551); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir  

dengan Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30  

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6409); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir  dengan Undang-Undang  

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1                 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir  dengan                   

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti          

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan               
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untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi         

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan  Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas                     

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2               

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
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telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2               

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

10. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor  25,  Tambahan   Lembaran   Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi   Pelaksanaan   Rencana   Pembangunan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia             

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                       

Nomor 553), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
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Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27                    

Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6523); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72                

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran  Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 
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21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia                   

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2021 Nomor 63); 

24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman  Pengelolaan  Barang Milik  Daerah  

(Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016              

Nomor 547); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,   serta   Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang  
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Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130                      

Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat               

di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia                     

Tahun 2018 Nomor 139); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita     

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019           

Nomor 1447); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020          

Nomor 1781); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9                   

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi  Jawa  Barat Tahun 2005-2025 

(Lembaran  Daerah  Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi                   

Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi   

Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat  

Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat                       

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi                   

Jawa  Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236); 
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33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6                

Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64); 

34. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah              

Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17); 

35. Peraturan   Daerah  Kota  Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); 

36. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 75); 

37. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 80); 

38. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah               

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon                      

Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah               

Kota Cirebon Nomor 88); 

39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan 
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Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 93) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah               

Kota Cirebon Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah              

Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 109); 

40. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon                     

Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah              

Kota Cirebon Nomor 107); 

41. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117); 

42. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan 

oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128); 

43. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2013 

tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap Pemerintah 

Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013               

Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Wali Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 50 

Tahun 2013 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Tetap 

Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon              

Tahun 2016 Nomor 35); 

44. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah (Berita 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 18) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan                                                                                                                     

m                                                                                     
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Wali Kota Cirebon Nomor 33 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 18 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntasi Pemerintah Daerah 

(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 33); 

45. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 

Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 

Nomor 15); 

46. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja 

Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan           

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon 

(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 16); 

47. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan                              

Wali Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019               

Nomor 2); 

48. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun  2016 

tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016               

Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 48                   

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2016 tentang               

Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2017                

Nomor 49); 
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49. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 37 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 

Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat 

Kelurahan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2019 Nomor 37); 

50. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 42 Tahun 2019 

tentang Pedoman Perencanaan Terpadu Satu Pintu 

(Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 42); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON                                

TAHUN 2024 -2026 

 

 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon. 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 

Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

BAPPELITBANGDA adalah Perangkat Daerah                       

yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

perencanaan pembangunan di Kota Cirebon. 
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6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 

selanjutnya di singkat RPJPD adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 

jabatan Kepala Daerah. 

8. Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon                      

Tahun 2024 – 2026 yang selanjutnya disingkat RPD 

adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 

untuk Periode Tahun 2024 – 2026. 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah  yang selanjutnya 

disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) 

Tahun. 

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 

perencanaan Daerah untuk periode 1(satu) tahun. 

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana 

pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang 

merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perengkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah 

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi 

rencana pendapatan, rencana belanja program dan 

kegiatan SKPD dan rencana pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan APBD. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau 

dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan.  
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15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan 

tercapainya tujuan, berupa basil pembangunan 

Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari  

pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

16. Strategi adalah langkah berisikan program-program 

sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat 

Daerah untuk mencapai sasaran. 

17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 

kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 

pembangunan dan mengantisipasi isu strategis 

Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara 

bertahap sebagai penjabaran strategi. 

18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 

penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan 

secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD. 

19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 

dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 

dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 

untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas 

dan fungsi. 

20. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis 

Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah  

sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai 

sasaran RPD. 

21. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka 

mencapai hasil (outcome) suatu program. 

22. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/dampak dari 

kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan 

penggunaan sumber daya pembangunan. 

23. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai 

alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program 

atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), 

hasil (outcome), dampak (impact). 
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24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa 

barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber 

daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. 

25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 

dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 

waktu tertentu yang mencerminkan berlungsinya 

keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini  sebagai 

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka 

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan Kota Cirebon. 

(2) Tujuan ditetapkannya RPD Tahun 2024-2026 adalah: 

a. mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan 

pembangunan baik sektoral maupun kewilayahan, 

antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik 

pusat, provinsi maupun kota, sehingga dapat 

menciptakan efektivitas dan efisiensi pengalokasian 

sumber daya yang tersedia secara efektif, berkeadlian 

dan berkelanjutan; 

b. memberikan arah pembangunan daerah selama  

periode tahun 2024-2026 sekaligus sebagai pedoman 

bagi penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah; 

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta 

evaluasi hasil pembangunan; dan 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur :  

a. kedudukan; 

b. sistematika, isi dan uraian; 

c. pengendalian dan evaluasi; 

d. perubahan RPD;dan 

e. ketentuan peralihan. 
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BAB II 

KEDUDUKAN 
 

Pasal 4 

RPD mempunyai kedududukan, peran, dan fungsi strategis 

dalam penyelengaraan pemerintahan daerah, yaitu:  

a. secara substansial, tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana 

progran, kegiatan, sub kegiatan, inidkator kinerja, pagu 

indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan 

maju, dari Perangkat Daerah penanggung jawab, yang 

wajib dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam 3 (tiga) 

Tahun; 

b. secara normatif, menjadi dasar Perangkat Daerah untuk 

penyusunan Renstra Perangkat Daerah; 

c. secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan 

kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan 

pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang 

menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat 

Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang 

ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah;dan 

d. secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 

merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

BAB III 

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN 
 

Pasal 5 

(1) Sistematika Penulisan RPD adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

BAB II : GAMBARAN UMUM 

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

BAB V : TUJUAN DAN SASARAN 
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BAB V : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN 

PROGRAM PRIORITAS 

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN 

DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH 

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAH DAERAH 

BAB IX : PENUTUP. 

 

(2) Sistematika, isi dan uraian RPD tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 6 

(1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan 

melakukan pengendalian dan evaluasi RPD. 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

  

BAB V 

PERUBAHAN RPD 
 

Pasal 7 

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat 

dilakukan perubahan apabila: 

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya 

ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan 

kondisi eksisting; 

2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya 

kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian 

kinerja sampai dengan tahun berjalan;dan 

3. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah                               

Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan 

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi 
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kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, 

dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang 

lebih tinggi. 

 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 8 

Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sebelum 

terbentuknya Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Wali Kota terpilih 

hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 9 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

 

  Ditetapkan di Cirebon 

pada tanggal 31 Maret 2023 

WALI KOTA CIREBON, 
 

ttd, 
 

NASHRUDIN AZIS 
 

Diundangkan di Cirebon 

pada tanggal 31 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 
 

ttd, 
 

                    AGUS MULYADI 
 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 44 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
FERY DJUNAEDI, SH., MH 

Pembina Tk. I (IV/b) 

NIP. 19711228 199803 1 002 


